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PENDIDIKAN merupakan tempat
bersemainya benih-benih kebudayaan da-
lam masyarakat, sehingga pendidikan
dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Kebudayaan adalah buah
budi manusia yang merupakan hasil per-
juangan manusia terhadap zaman dan
alam. Dalam pandangan Ki Hadjar
Dewantara untuk menciptakan manusia
Indonesia yang beradab, pendidikan men-
jadi salah satu kunci utama untuk menca-
painya. Pendidikan dapat menjadi ruang
berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai ke-
manusiaan yang dapat diteruskan atau
diwariskan sebagai budaya yang di-
wariskan secara lintasgenerasi. 

Ki Hadjar menyebutkan bahwa dasar
pendidikan anak berhubungan dengan
kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat
alam berkaitan dengan ‘sifat’ dan ‘bentuk’
lingkungan tempat anak berada. Se-
dangkan kodrat zaman berkaitan dengan
‘isi’ dan ‘irama’. Ki Hadjar hendak meng-
ingatkan pendidik bahwa pendidikan
anak sejatinya menuntut anak mencapai
kekuatan kodratnya sesuai dengan alam
dan zaman. Bila melihat dari kodrat za-
man, pendidikan saat ini  menekankan
pada kemampuan anak untuk memiliki
keterampilan Abad ke-21. Sedangkan da-
lam memaknai kodrat alam maka kon-
teks lokal sosial budaya peserta didik di
Indonesia Barat tentu memiliki karakter-
istik yang berbeda dengan peserta didik di
Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. 

Berinovasi

Seorang pendidik harus mampu berino-
vasi dan mengikuti perkembangan zaman
sehingga mampu memfasilitasi siswa un-
tuk belajar secara bermakna dan berori-
entasi pada masa depan. Ki Hadjar juga
mengingatkan para pendidik untuk tetap
waspada terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi. Berarti,  pendidik boleh
mengintegrasikan berbagai hal dalam
pembelajaran. Namun pengaruh dari luar

tetap harus disaring dengan menguta-
makan kearifan lokal dan kondisi sosial
budaya Indonesia.  Isi dan irama dalam
kodrat zaman yang dimaksud adalah mu-
atan pengetahuan yang diadopsi sejatinya
tidak bertentangan dengan nilai dan kon-
teks sosial budaya yang ada di Indonesia
atau tetap harus memperhatikan keku-
atan sosio kultural peserta didik. 

Ki Hadjar menegaskan, pendidik harus
mendidik anak dengan cara yang sesuai
dengan tuntutan alam dan zamannya
sendiri. Dengan demikian cara belajar
anak di zaman sekarang berbeda dengan
cara belajar anak di masa yang lalu. Anak
di masa sekarang sudah sangat dekat de-
ngan teknologi bahkan tidak dapat lepas
dari gadget. Karenanya,  pendidik ditun-
tut mampu menyelami dunia anak dan
berinovasi. Salah satu bentuk inovasi
tersebut dengan mengintegrasikan bu-
daya berbasis augmented reality dalam
pembelajaran (Mendoza-RamÌrez,
2023). Salah satu bentuk augment-

ed reality yang telah dikembangkan
yaitu aplikasi Tandola (Taman
Dolanan).  Istilah dolanan atau per-
mainan mengakomodasi kecen-
derungan dunia anak yang masih
senang bermain. Dolanan juga dia-
sumsikan sebagai kegiatan yang
menyenangkan. 

Permainan Tradisional

Aplikasi augmented reality meru-
pakan aplikasi permainan tradisio-
nal untuk melatih keterampilan
motorik anak. Pengembangan ap-
likasi ini mengintegrasikan lima
azas yang dikemukakan oleh Ki
Hadjar  yang dikenal dengan sebut-
an Pancadharma, yaitu: kodrat
alam, kemerdekaan, kebudayaan,
kebangsaan, dan kemanusiaan.

Aplikasi ini berisi permainan tradisional
ini dilengkapi panduan hingga manfaat
dari permainan tradisional dan mengim-
plementasikan Tri-N (Niteni, Nirokake,

Nambahi). 
Penggabungan tersebut menginte-

grasikan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Harapan besar untuk pen-
didik di setiap jenjang dapat berinovasi
sesuai perkembangan zaman melalui pe-
ngembangan media, metode, model, dan
perangkat pembelajaran dengan mem-
perhatikan aspek sosial budaya peserta
didiknya. Hal itu untuk menciptakan
pembelajaran yang bermakna, berorien-
tasi pada masa depan. Serta sesuai kodrat
alam dan kodrat zaman. Utamanya un-
tuk abad ke-21 dengan penciri mampu
berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif,
dan kreatif.  ❑-d
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Penghitungan Cepat, Memprediksi Pemenang
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Bawaslu sebut tujuh indikator kera-
wanan di TPS.

-- Antisipasi tak boleh terlambat.
***

Harga beras melambung tinggi di atas
HET.

-- Telusuri lagi tata niaganya.
***

Banjir di Demak, TPS dipindah ke
pengungsian.

-- Salah satu kerawanan yang dise-
but Bawaslu.

Integrasi Budaya Berbasis ’Augmented Reality’

HARI Rabu (14/2) besuk menjadi Hari
‘Hí  dilangsungkan pemungutan suara pe-
milihan umum (Pemilu). Pemilihan yang
dilaksanakan secara langsung, umum, be-
bas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)
tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Bisa di-
pastikan, fokus utama rakyat Indonesia
ada pada pemilihan calon presiden
(capres) dan calon wakil predisen
(cawapres). 

Sebagaimana kita ketahui KPU telah
menetapkan tiga pasangan calon (paslon)
:  paslon 01 Anies Rasyid Baswedan-
Muhaimin Iskandar, paslon 02 Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka
dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud
MD. Tentu, besuk yang akan menarik
perhatian adalah penghitungan cepat
(quick count). Metode ini telah diakui
secara ilmiah sebagai metode yang re-
latif tepat di dalam memprediksi siapa
pemenang pemilihan presiden. 

Dasar Hukum

Penghitungan cepat diatur dalam
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilu, terutama pasal 448
dan 449. Dalam pasal 448 ayat (1) dije-
laskan bahwa Pemilu diselenggarakan
dengan partisipasi masyarakat.
Partisipasi tersebut salah satunya da-
lam bentuk penghitungan cepat hasil
Pemilu. Pasal 449 ayat (3) dijelaskan
bahwa Pelaksana kegiatan penghitun-
gan cepat hasil Pemilu wajib mendaf-
tarkan diri kepada KPU paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum hari pemu-
ngutan suara. 

Pasal (4) Pelaksana kegiatan penghi-
tungan cepat wajib memberitahukan
sumber dana, metodologi yang digu-
nakan, dan hasil penghitungan cepat
yang dilakukannya bukan merupakan
hasil resmi penyelenggara Pemilu.
Sementara pasal (5) berisi pengumuman
prakiraan hasil penghitungan cepat
Pemilu hanya boleh dilakukan paling
cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemu-
ngutan suara di wilayah Indonesia bagian
barat. KPU juga telah merilis Keputusan
No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan data dari KPU, total
rekap nasional pemilih dalam dan luar
negeri dengan 514 kab/kota, 128 negara
perwakilan, jumlah kecamatan 7.277,
jumlah desa/kelurahan 83.731, jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
823.220, jumlah pemilih laki-laki

102.218.503 dan perempuan 102.588.719
sehingga total 204.807.222. Paling tidak
kurang lebih ada sebanyak 83 lembaga
yang mengajukan pendaftaran ke KPU
sebagai lembaga survei, jajak pendapat
dan hitung cepat hasil pemilu.

Penghitungan cepat biasanya di-
lakukan dengan cara mengambil sampel
sebanyak 3.000 hingga 5.000 TPS.
Semakin banyak sampel semakin baik.
Pengambilan sampel TPS hendaknya me-
wakili keragaman basis asal daerah
paslon, sebaran basis partai pendukung
paslon, keterwakilan geografis dan se-
baran tokoh masyarakat pendukung
paslon. Lembaga survei yang terdaftar

melakukan penghitungan cepat, menem-
patkan petugasnya di TPS yang terpilih
sebagai sampel. Petugas tersebut me-
nunggu proses pemungutan suara hingga
penghitungan suara. Penghitungan suara
mulai dilaksanakan pukul 13.00 waktu
setempat setelah berakhirnya waktu pe-
mungutan suara. Petugas dari lembaga
survei akan melaporkan secara langsung
hasil penghitungan suara tersebut
melalui aplikasi atau pesan singkat (sms)
atau WhatsApp. Lembaga survei akan
merekap semua hasil perhitungan dari

TPS sampel.
Tiga Waktu

Indonesia terbagi dalam 3 waktu,
yaitu Waktu Indonesia bagian Timur
(WIT), bagian Tengah (WITA) dan
bagian Barat (WIB). Masing-masing
bagian selisih 1 jam dimana WIT ter-
lebih dahulu. Dengan demikian pemu-
ngutan suara yang jadi patokan adalah
WIB. 

Hasil penghitungan cepat ini seti-
daknya akan dapat menjawab berapa
persen prediksi perolehan suara ma-
sing-masing paslon 01, 02 dan 03.
Penghitungan cepat tersebut juga dapat
menjawab apakah pemilu kali ini satu
putaran atau 2 putaran. Syarat 1
putaran berdasarkan pasal 416 UU
Pemilu adalah paslon terpilih harus
memperoleh suara lebih dari 50%  dari
total suara dengan minimal 20% suara

di setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia.  ❑-d
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Akhmad FauzyWaspadai Kampanye di Medsos
BADAN Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) menyebut

setidaknya tujuh indikator kera-

wanan terjadi di tempat pemu-

ngutan suara (TPS). Yakni

terkait penggunaan hak pilih, ke-

amanan, potensi ada kegiatan

kampanye, netralitas ASN, pra-

jurit TNI/Polri, logistik pemilu,

lokasi yang sulit dijangkau atau

daerah rawan bencana dan/atau

dekat rumah pasangan calon

dan terkait keterandalan jaring-

an listrik/internet (KR 12/2).

Pemetaan tersebut didasar-

kan pada pengalaman pemilu

periode sebelumnya serta ber-

dasar laporan pengawas pemilu

di daerah. Hal lain yang tak

kalah pentingnya untuk diantisi-

pasi Bawaslu adalah kampanye

lewat media sosial (medsos) pa-

da masa tenang sekarang ini.

Seperti diakui Ketua Bawaslu

DIY M Najib, pihaknya tak bisa

mengawasi konten kampanye di

medsos sendirian, sehingga ha-

rus menggandeng berbagai pi-

hak, antara lain Polda DIY, Ko-

minfo serta lembaga lain yang

memiliki kompetensi di bidang

pengawasan, termasuk pers.

Meski memasuki masa te-

nang, praktiknya tak semua kon-

testan merasa tenang, mereka

berusaha mempengaruhi massa

melalui pelbagai cara, antara

lain medsos. Kita paham bahwa

PKPU telah mengatur tentang

kampanye di media mainstream

maupun media sosial. Namun

yang disebut terakhir ini

agaknya tak gampang untuk di-

awasi.  Mengapa ? Boleh jadi

para kontestan telah mendaf-

tarkan akun medsos resminya

untuk kegiatan kampanye.

Namun, bagaimana dengan

akun tak resmi yang diman-

faatkan untuk kegiatan kampa-

nye ? Akun Ôsiluman� ini justru

yang membahayakan, karena

sulit dikontrol dan cenderung liar.

Hampir setiap hari kita dengan

mudah menemukan akun-akun

tak jelas yang isinya menyerang

kontestan lain dan informasi-in-

formasi yang belum terverifikasi

kebenarannya. Informasi yang

demikian justru tersebar secara

masif di media sosial. Lantas,

siapa yang bertanggung jawab ?

Wajar bila Bawaslu kewalahan

untuk melakukan pengawasan

kampanye di medsos terutama

pada masa tenang ini, sehingga

perlu menggandeng institusi

lain. Di sinilah peran pers main-

stream, termasuk KR, untuk ikut

melakukan pengawasan ter-

hadap pelaksanaan Pemilu

2024, terutama pada masa te-

nang ini. Pelbagai pelanggaran

harus ditindaklanjuti Bawaslu,

tak boleh hanya sekadar dila-

porkan.

Khusus pengawasan terha-

dap netralitas aparat TNI/Polri, di

sejumlah daerah telah didirikan

Posko yang secara khusus me-

nerima pengaduan menyangkut

pelanggaran netralitas TNI/Polri.

Hanya saja, harapan kita, se-

mua aduan hendaknya ditindak-

lanjuti sepanjang buktinya cu-

kup. Kita ingin agar transisi ke-

pemimpinan nasional ini ber-

jalan secara demokratis melalui

penyelenggaraan Pemilu yang

luber dan jurdil. Selain itu,  keu-

tuhan bangsa juga tetap terjaga.

Masa tenang ini hendaknya

dimanfaatkan masyarakat untuk

merenung sebelum menjatuh-

kan pilihan siapa yang bakal

memimpin Indonesia lima tahun

ke depan. Jangan sampai pilih-

an jatuh pada orang salah yang

tidak memperjuangkan nasib

rakyat. Masyarakat kini sudah

cerdas pada pilihannya masing-

masing tanpa dibayangi rasa ke-

takutan diintimidasi maupun di-

iming-imingi lembaran rupiah.

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-

ta, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa menampilkan

fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Penggunaan kata ÔGrahaÕ dan ÔGrhaÕ

Menunggu Munculnya TPS Kreatif

KITA acapkali membaca ter-

masuk dalam media surat

kabar tentang penggunaan kata

yang tidak tepat. Beberapa

waktu lalu, beberapa media ter-

masuk media ini � bahkan me-

dia nasional Ñ juga menuliskan

judul ÔPresiden Joko Widodo

meresmikan gedung Graha

Utama AMN MagelangÕ. 

Kata ini sangat tidak tepat,

salah!. Karena menurut Kamus

Bahasa Jawa Kuno karya

Zoetmulder dan SO Robson,

makna kata Graha adalah roh

jahat buaya, ular atau iblis.

Sedang kalau yang dimaksud

bangunan, gedung, ejaan

menuliskannya adalah Grha,

sebagaimana nama Balairung

UGM, Grha Sabha Pramana.

Terimakasih, semoga ini

menjadi perhatian. Bukan ha-

nya jurnalis ataupun editor me-

dia, namun juga pemilik gedung

kala akan memberi nama. 

*) FS Hartono, Purwosari

004/059 Sinduadi Sleman

BESUK Rabu (14/2) meru-

pakan hari pencoblosan, pemilih-

an umum. Saya senang, dalam

pemilu-pemilu lalu  masyarakat

menyambut dengan antusias

lewat wujud TPS kreatif dan unik.

Ini benar-benar menghibur sete-

lah berbulan-bulan kita seakan

ÔditerorÕ sampah visual bernama

baliho, poster, spanduk dan iklan

pemilu luar ruang lainnya, yang

hanya menampilkan wajah-wa-

jah yang tidak kenal sepenuhnya. 

Kreativitas yang menarik di pel-

bagai kota. Ini menunjukkan,

masyarakat kita sejatinya guyub

rukun, bersaudara  dan yang di-

inginkan adalah Indonesia Maju,

Sejahtera dan Berkeadilan. Pe-

tugas TPS dengan ikhlas bersa-

ma masyarakat setempat meng-

hadirkan keunikan dan kreativi-

tasnya yang layak diapresiasi.

Mungkin pemkot/pemkab setem-

pat perlu memberikan penilaian

dan apresiasi.  ❑-d

*) Kurnia MSc, Banyumanik

Semarang


